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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karyailmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang

berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya
berdasarkan kaidah berikut:

A.

Konsonan

\ = tidakdilambangkan » | =d
¢ |=Db L | =th
o | =t L | =dh
& | =ts ¢ | =" (koma menghadap keatas)
¢ |~ ¢ [=on
¢ |=h Y |7
z | =kh 5 | =4
s | =d 4 | =k
5 | =dz J | =

5 | =T e |=m
) | =12 o [ =n
G| =E £ =W
S| =Sy » | =h
e | =sh s\ By

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabilaterletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabilaterletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

() untuk mengganti lambang .

1Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya llmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas
Tarbiyah UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Karya lImiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN
Maliki, 2012), h. 73-76.
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B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =, misalnyatmenjadi gla
Vokal (i) panjang =, misalnya s menjadi g la

Vokal (u) panjang =, misalnya .,> menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ,J misalnya Js menjadi gawlun
Diftong (ay) = .. misalnya .- menjadi khayrun
C. Ta’ Marbuthah ()

Ta’ Marb(thah(') ditransliterasikan dengan”t”jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbdthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyai.,..l dL.) menjadi al-
risalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditrandliterasikan dengan
menggunakan “t”’yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya i-~, 3
Adimenjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (0)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan
E. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
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Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem trandliterasi.
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ABSTRAK

Rahayu, Suci Lestari, 1311023, 2018. Nilai-nilai Pendidikan 1dam dalam Qanun
Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Skrips. Jurusan Pendidikan
Agama ldam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Idam Negeri (UIN) Maulana Mdik
Ibrohim Maang, Pembimbing: Dr. H. Suaib. H. Muhammad, M.Ag

Kata Kunci : nilai-nilai Pendidikan, Qanun Aceh, Hukum Jinayat

Pada dasar nya ganun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya
mengatur tiga hal yaitu yang pertama pelaku pidana, pelaku pidana yang
dimaksud adalah mukallaf. Mukalaaf adalah orang yang di bebani hukum atau
mahkum aaiah yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Kedua
perbuatan pidana (jarimah) jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat
islam yang di ancam dengan hukum hudud dan atau tazir perbutatan pidana atau
jarimah yang diatur dalam gaun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat
adalah: zina gadzab pemerkosaan, pelecehan seksual, khamr, maisir, khawat,
ikhtilat, liwath dan musahagah. Y ang ketiga uqubat, uqubat adalah hukuman yang
dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah hudud maupun Ta’zir.Perlu
digaris bawahi dalam ganun Aceh no 6 tahun 2014 hukum jinayt memeprkenalkan
hukuman hudud dan tazir saja adapaun gishah- diyat tidak diatur, karena jarimah
pembunahan dan penganiayaan belum di atur di dalam ganun jinayat

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana
filosofi hukum jinayah di aceh, ruang lingkup ganun aceh no 6 tahun 2014, dan
dampak positif apa yang terdapat dalam ganun jinayat ini..

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur yang
mengahasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat di amati data yang di kumpulkan dalam menyelesaikna
penelitian ini tidak mengunakan angka atau rumus melainkan berupa kata-kata
yang di gali dari buku atau literature. Penelitian ini lebih mengarah kepada
penelitian literature atau library research

Hasil penelitian menunujukan bahwa filosofi ganun Aceh no 6 tahun 2014
adalah ganun hasil dari revision ata penyempurnaan ganun yang pernah dibuat
pada ganun 12, 13, 14 tahun 2003 yang masing-masing mengatur tentang Khamar
(minuma keras) maisir (perjudian), khalwat (mesum). Ruang lingkupnya adalah
mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah, ugqubat. Uqubat yang di maksud terdiri
dari hudud dan ta’zir didman hudud ini berbentuk hukuman cambuk dan uqubat
ta’zir teridiri dari dua yatu ta’zir utama menggunakan hukuman cambuk, denda,
penjara, restitusi. Adapun ta’zir tambahan terdiri dari: pembinaan oleh negara,
restituss oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencambutan izin
pencambutan hak, perampasan barang-baran tertantu, kerja social. Kemudian
dampak positif dari berlakunya ganun Aceh no 6 tahun 2014 ini memberikan
karakter moral yang baik husunya untuk generasi mudadi Aceh, memberikan efek
jera dan rasa takut kepada masayarakat khusunya di Aceh, membatas atau
mempersempit ruang gerak tindak kejahatan di provinsi Aceh.
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ABSTRAK

Rahayu, Suci Lestari, 1311023, 2018. The Values Of Islamic Education In
Qanun Aceh Number 6. 2014 About Jinayat Law. Skripsi. Islamic Religious
Education Of The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang,
lectuer: Dr. H. Suaib. H. Muhammad, M.Ag

Keyword : the values of education , Qanun Aceh, Jinayat law

Basically ganun Aceh number 6 year 2014 about the law of jinayat set
three things, the first a criminal, the intended criminal is mean the mukallaf.
Mukallaf who is the person burdened by the law or mahkum alaihi that is the one
to whom the law is applied.Second, the criminal action isjarimah is prohibited by
Islamic shari’ah is an the trhereateed with punishment hudud and tazir. Criminal
acts or finger set in ganun Aceh of number 6 year 2014 abaout jinayat law are :
zina, gadzab(rape), sexual harassment, khamer, maisir,khalwat ikhtilat, liwath and
musahagah.The third is ugubat, uqubat means the punishment imposed by the
judge on the perpetrator of the finger of hudud and tazir. It should be underlined
in ganun Aceh number 6 year 2014 jinayat law just tointroduces hudud and tazir
punishment. The gishah-diyatd is not regulated, because the murder and
persecution finger is not set in the ganun jinayat. The research in this thesis ams
to describe the legal philosophy of jinayat in aceh, the scope of ganun aceh
Number 6 year 2104, and the positive impact of what is contained in this ganun
jinayat.

This research used qualitative resesearch is a produces descriptive data in the
form of words or oral from people and behavior that can be observed. Data
collected in completion of this research is not using numbers of formulas but
rather in the form of words dig in of the book or literature. This research is more
directed to research literature or library research.

The results show that the philosophy of ganun Aceh of number 6 year 2014 is
ganun results of revision or refinement of ganun ever made in ganun 12,13,14 on
2003 which respectively regulate about khamar (mauma hard) maisir (gambling)
khalwat (nasty). The scope is to set about the perpetrators of jarimah, jarimah,
uqubat.the punishment (uqubat) consist there are of hudud and ta’zir, who is the
hudud form of punishment whip and uqubat ta’zir. Uqubat ta’zir consist two of
the main  ta’zir is using punishment of flogging mulct, imprisonment,
restutatation. The additional ta’zir consists of coaching by the state, restitutation by
parent, marriage of termination of grant permission to grant the rights, to grab the
unhelpful goods, social working. Then the positive impact of the enactment of
ganun Aceh of number 6 year 2014 gives good moral character for the young
generation in aceh, giving deterrent effect and fear to the society in Aceh, limiting
or narrowing the space of crime in aceh province.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk
mengembangkan kepribadian di dalam maupun luar sekolah dan berlangsung
seumur hidup. Oleh karena nya agar Pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh
rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat,maka Pendidikan adalah tanggung
jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tangung jawab tersebut didasari
kesadaran bahwa tinggi rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat berpegaruh
pada kebudayaan suatu daerah, Karena bagaimana juga, kebudayaan tidak
berasal dari naluri semata-mata tapi terutama di lahirkan dari proses belgjar
dalam arti yang luas. Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter
bangsa bagi generasi muda dan proses pengembangan budaya dan karakter
bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di
kehidupan mendatang

Atas dasar pemikiran itu, Pendidikan berfungss mewariskan nilai-nilai
dan prestas masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi ini
merupakan kebanggan bangsa dan menjadikan bangsa ini di kenal oleh bangsa-
bangsa lain. Selaikan mewariskan, Pendidikan juga memiliki fungs untuk
mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa yang sesuia dengan kehidupan masa
kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan presatasi baru yang

menjadikan karakter baru bangsa.



Aceh merupakan daerah paling ujung barat dari wilayah Indonesia. Daerah
menyimpan berbabagai misteri yang sampai saat ini banyak di kaji oleh para
peneliti. Dalam sgjarah, kedatangan islam ini telah menghasilkan beberapa karya
yang komprehensif dan mendapatkan julukan serambi mekah. Kehidupan
masyarakat aceh diwarnai dengan nilai-nilai islam, corak kehidupan seperti ini
adalah sebuah keinginan dimana hal tersebut pernah terjadi saat aceh masih
berdaulat kergjaan pada zaman belanda. Dan kemudian kergjaan aceh juga runtuh
ketika bergabung dengan kesatuan republik Indonesia, konsekuensi hukum islam
yang berlakupun diseragamkan dengan hukum sekuler yang merupakan adops
dari hukum bangsa belanda.

Menurut catatan sejarah,masyarakat aceh adalah suatu entitas yang
menjunjung tinggi nilai-nilai keisaman. Hal ini tidak hanya dikarenakan
mayoritas agama yang di anut oleh masyarakat aceh adalah agama islam,
melainkan juga kecintaan rakyat aceh pada ulama-ulama besar yang berasal dari
aceh. Selain itu aceh pernah memiliki salah satu kergjaan islam di dunia, yaitu
kergjaan Aceh Darusalam. Pola kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh agama
islam. Bahkan islam dijadikan dasar bagi perjuangan rakyat aceh berpuluh-puluh
tahun melawan penjgah baik portugis maupun belanda. Tidak pula dapat
dipungkiri bahwa penyebaran agama islam di nusantara di mulai dari kergjaan
peureulak yang masuk dalam kawasan provinsi aceh.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus
1945 dan aceh dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia, para ulama Aceh

umumnya dan ulama yang bergabung dalam persatuan ulama seluruh aceh



(PUSA) khususnya berupaya agar daerah Aceh dapat menjalankan syariat |slam?
sebagaimana yang pernah dijalankan pada masa jayanya kergjaan Aceh dibawah
kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Namun upaya tersebut tidak mendapat
respon positif dari pemerintah pusat, bahkan pemerintah pusat berusaha
meleburkan daerah istemewa aceh ke sumatra utara, sehinga lahirlah pergerakan
yang di namakan DI/TII di bawah pimpinan tgk.M. Daud Beureueh pada tahun
1953 yang bertujuan menerapkan Syariat Islam di Aceh.

Pada dasarnya keinginan rakyat Aceh untuk tetap memberlakukan syariat
islam pasca kemerdekaaan tetap ada, bahkan pada saaat itu soekarno sendiri
pernah berjanji memberikan hak kepada rakyat aceh untuk melaksanakan syariat
isam di Aceh. Hal tersebut tertuang dalam dialog soekarno dengan daud
beureueh, kala itu daud Beureuh meminta kepada soekarno agar kepada rakyat
aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat islam di daerahanya, dan
soekarno menyetujui permohonan tersebut dengan alasan 90 persen rakyat
Indonesia pun beragaa islam. Akan tetapi soekarno mengingkari janjinya. Dalam
pidatonya di Amuntai ia menyatakan tidak menyukai lahirnya negara islam dari
Republik Indonesia.® Yang itu juga berimplikasi kepada tidak diperbolehkannya
daerah Aceh untuk melaksankan syariat Islam.

Melihat kondisi yang semakin tidak menentu kemudian pemerintah pusat
mengirim sebuah misi ke aceh yag dikenal dengan misi hardi pada tahun 1959
dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dengan gerakan

DU/TIlI di Aceh. Setelah melewati berbagai macam dialog yang puncaknya

2 Abdul Aziz Dahlan 1997, Ensiklopedi Hukum Ilam, Jakarta. Ichtiar Van Hoeve, HIm.334
3 Syarifudin Tippe, Aceh Dipersimpangan Jalan, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), him 10



terjadi padatanggal 25 Mei 1959, Misi Hardi inipun di anggap berhasil, ditandai
dengan diberikannya peningkatan status provinsi Aceh menjadi daerah istimewa
Aceh, dengan hak-hak otonomi yang luas di bidang Agama Islam, Pendidikan
dan Adat Istiadat.

Akan tetapi pemberian Otonomi tersebut tidak serius dilakukan oleh
pemerintah pusat, ini dibuktikan dengan tidak diberikannya kewenangan kepada
Aceh untuk membuat perangkat undang-undang yang mendukung terlaksannya
keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam, oleh karena itu tidaklah
mengherankan kalau seandainya pelaksanaan Syariat 1slam sebagaimana yang
diharapkan Masyarakat Aceh tidak dapat direalisasisikan.

Kekecewaan masyarakat aceh terhadap sikap pemerintah pusat di anggap
tidak serius dalam memberikan keistimewaan kepada daerah Aceh memicu
timbulnya konflik-konflik baru di tengah masyarakat seperti Gerakan Aceh
Merdeka (GAM), yang kesemuanya itu menginginkan diberlakukannya syariat
Islam di Aceh, akibat dari lambannya penanganan pemerintah pusat terhadap
masalah tersebut keinginan sebagian rakyat Aceh pun berkembang menjadi
tuntunan merdeka.

Melihat ancaman disintegrass bangsa tersebut pemerintah pusat
kemudian kembali menawarkan sebuah solus terhadap penyelesaian kasus Aceh
yang berkepanjangan, dan solusi yang di ambil oleh pemerintah pusat adalah
disahkannya Rancangan undang-undang tentang pelaksanaan Keistimewaan
provini Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Undang-undang No. 44 Tahun

1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provins Daerah Istimewa Aceh



yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan Daerah No. 5 Tahun
2000 oleh DPRD Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam.

Syari’at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan
di bumi Serambi Mekah, pemerintah secara yuridis telah memeberikan wewenang
penuh kepada pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan,
terutama yang berkaitan degan pelaksanaan syariat islam. Pada saat ini Aceh telah
menyusun beberapa ganun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at islam,
antara lain: Qanun Provinsi Aceh No0.06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*
yang diantaranya adalah peraturan tentang Khamar (Minuman keras), Maisir
(judi) dan Khalwat (Zina). Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan
didalam setiap Qanun tersebut diatas yakni hukuman cambuk.

Aceh adalah daerah provinsi dalam lingkup negara kesatuan republik
Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang
otonomi. Keistimewaan aceh yang dimaksud di atur dalam undang-undang nomor
44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistemewaan bagi daerah istimewa aceh.
Cakupan nilai yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal
yaitu bidang syariat islam, bidang adat istiadat, bidang Pendidikan dan bidang
peran ulama dalam struktur pemerintahan.

Atas keberlakuan undang-undang tersebut juga berdampak atas
terbentuknya beberapa Lembaga keistimewaan di Aceh seperti dinas syariat
isam-mahkamah Syariah, dan wilayatul hisbah (WH) dalam konteks

kelembangan syariat islam. Kemudian dibentuk juga maelis adat aceh (MAA)

4 Qanun merupakan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang menagtur
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, lihat Qanun Aceh



sebagai representas Lembaga adat istiadat, majelis Pendidikan aceh sebagai
bidang Pendidikan, dan majelis permusyawaratan ulama (MPU) sebagai
kelembagaan ulama di Aceh.

Keistimewaan aceh dalam bidang agama dan juga adat sangat mempengaruhi
nilai tatanan kehidupan masyarakat sebagimana disebutkan dalam hadih magja bahwa
“adat bak poteo meureuhom, hukum bak syiah kuala, kanun bak putroe phang,
reusam bak laksamana, hukum ngon adat lagee zat ngon sifeut™®

Dengan berlakunya ganun jinayat di aceh maka penelti tertarik untuk
mengangkat permasasalahan dengan judul “nilai-nilai Pendidikan islam dalam

ganun Aceh no 6 tahun 2014”

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimanafilosofi ganun jinayat yang ada di Aceh?
2. Apasgaruang lingkup dalam ganun aceh No. 6 tahun 2014 tentang
hukum jinayat?
3. Apadampak positif dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana filosofi hukum jinayat yang ada di aceh
di Aceh
2. Untuk mengetahui apa sgja ruang lingkup dalam ganun Aceh No 6

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

5 Anonymous, pedoman umum adet aceh, (banda aceh, Lembaga adat dan kebudayaan
Aceh,1990), him. 163-164



3. Untuk mengetahui bagaimana dampak positif dari Qanun Aceh No. 6

Tahun 2014 hukum jinayat.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
a. Pendlitianini di harapkan dapat menambahkan khazanah ilmu
pengetahuan dan meningkatkan praktik yang sudah berjalan.
2. Manfaat praktis
a Penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi peneliti ke
dapan dalam mengkaji nilai-nilai pendidikan terlebih dalam ganun

Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

E. Originalitas penelitian
Penelitian ini mengkaji tentang “nilai-nilai pendidikan dalam ganun aceh
nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat”. Dengan menggunakan pendekatan
penelitian library research agar mengulangi pengulangan kajian dalam hal yang
sama dalam hal penelitian lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa
peneliti sebelumnya sebagai perbandingan terhadap penelitian yang di buat untuk
originalitas penelilitan:
1. Sherly herdiyanti, skrisps Universitas Hasanudin Makasar (2015)
penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran “Qanun” di
bidang Maisir. Dalam penelitian yang di lakukan hanya berfokus di

bidang maisir nya sgja.



2. Ratna dewi, ingdtititut agama islam negeri zawiyah cot kala langsa,
(2017) Peranan dinas syariat islam dalam mensosialisasikan ganun
nomor 6 tentang hukum jinayat di kota langsa . dalam penelitian ini
lebih memfokuskan tentang peran dari dinas syariat islam untuk
mensosialisasikan ganun aceh tentang hukum jinayat kepada
masyarakat aceh khususnya.

3. Siti idaliyah, universitas islam negeri sunan kalijaga Y ogyakarta, (2013)
tindak pidana khalwat di nannggroe aceh darusalam (analis komparatif
ganun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum dan pasal 532-536
tentang pelanggaran asusila kitab undang-undang hukum pidana. Dalam

penelitian ini hanya berfokus pada kasus khalwat sgja.

F. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi “Nilai-nilai Keisaman dalam Qanun Aceh nomor 6

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” terdiri dari enam bab di susun secara rinci

dan sistematis
BAB I: Pada bab ini beriskan pendahuluan yang menguraikan
tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat
penelitian, defenisi istilah dan sistematika penulisan sebagai
kerangka dalam menyusun dan mengkaji skripsi.
BAB II: merupakan kajian teori yang berfungsi sebagai acuan

teoritik dalam melakukan penelitian ini. Pada baba ini di
jeleskan tentang nilai-nilai keislaman, ganun, Aceh, hukum

jinayat.



BAB III:

BAB IV:

BAB V:

BAB VI:

mengemukakan metode penelitian yang beris tentang
pendekatan pendeketana dan jenis penelitian

berisi tentang paparan data dan temuan penelitian

pada bab ini berisikan hasil penelitian dari andlisis nilai-
nilai kesilaman dalam ganun aceh nomor 6 tahun 2014
tentang hukum jinayat

Merupakan bab terakhir, yaitu penutup. Pada bab ini bersis

kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam
1. Pengertian Nilai

Nilai adalah esens yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi
kehidupan manusia.® menurut milton rokeach dan james bank yang di kutip oleh
Chabib Thoha, memiliki makna suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang
lingkup sistem kepercayaan dalam makna seseorang bertindak atau menghindari
suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan.”
nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional kombinasi kedua dimens
tersebut menentukan suatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan. bila dalam
pemberian makna dan pengabsahan terhadap segala suatu tindakan, unsur
emosionalnya kecil sekali, sementara unsur intelektualnya lebih dominan,
kombinasi tersebut disebut norma atau prinsip. norma-norma atau prinsip-prinsip
seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai
apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir satu kelompok,
jadi norma bersifat universal dan absolut, sedangkan nilai-nilai khusus dan relatif

bagi masing-masing kelompok.®

6 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I,
him. 61

7ibid., hal 60

8 EM, Kaswardi pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, (jakarta: PT Gramedia, 2000), cet |,
him. 25
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2. Pendidikan Islam
a. Pengertian Pendidikan Islam

secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa yunani “paedagogie”,
yang terdiri atas dua kata “pais” yang artinya anak, kata “again” yang artinya
membimbing.® jadi, artinya bimbingan yang diberikan kepada anak, kata educate
atau educare dalam bahasa latin berarti menghasilkan, mengembangkan dari
kepribadian yang tersembunyi atau potensial, yang di dalamnya terdapat proses
menghasilkan dan mengembangkan.°

sedangkan secara terminologi, banyak pakar yang mengemukakan defenis
pendidikan misalnya John Dewey sebagaimana di kutip oleh Khoiron Rosyadi,
yang mendefenisikan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah proses di mana
semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang di peroleh) yang dapat
dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melal ui
sarana yang dibuat dan di pakai oleh sigpa pun untuk membantu orang lain atau
dirinya sendiri mencapai tujuan yang di tetapkan.*

Menurut F.J. McDonald memberikan pengertian pendidikan sebagai
berikut: education is a process or an activity which is direced at produc
ingdesirable changes in the behaviour of human being. pendidikan adalah sebuah
proses suatu akivitas yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang

diinginkan dalam tingkah laku manusia.'?

9 Hery Noer Aly, IImu Pendidikan Islam, (jakarta: Logos, 2009), him. 6

10 Hasbullah, Dasar-dasar 1lmu pendidikan, (jakarta: PT Raja grasindo Persada, 2005), him. 2
1 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2004) him. 135

2 F.J. McDonal, Educational Psychology, (california: Wadsworty, 2009), him . 4
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Apabila pendidikan dikaitkan dengan islam, maka penyusunan rumusannya
setidak-tidaknya harus dapat menggambarkan unsur makna kata tersebut.
menafikan kenyataan ini akan menjadikan arti pendidikan islam kurang lengkap.
islam di tenggara sebagai bentukan dari kata istisam (penyerahan diri sepenuhnya
kepada ketentuan Allah), salam (keselamatan), dan salima (kesejahteraan). secara
harfiah islam juga di artikan menyerahkan diri, selamat atau kesejahteraan
maksudnya orang yang mengikuti islam akan memperoleh keselamatan dan
kesgjahteraan dunia akhirat. arti lainnya ialah sullam yang makna asalnya ialah
tangga di dalam kontes pendidikan, makna ini setara dengan makna “peningkatan
kualitas” sumber daya insani (layaknya tanga, meningkat naik).*3

Berdasarkan pandangan di atas, maka pendidikan islam dapat dirumuskan
sebagaimana yang di kemukakan oleh jalaluddin, yaotu sebagai usaha pembinan
dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya,
dengan berpedoman kepada syariat islam yang disampaikan oleh Rasul Allah
yang setia denga segal a aktivitasnya guna tercipta suatu kondidsi kehidupan yang
baik di akhirat.14

Menurut syahminan Zaini, sebagaimana dikutip oleh Moh. shofan,
mengemukakan bahwa pendidikan islam ialah usaha mengembangkan fitrah
manusia dengan gjaran Islam, agara terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang
makmur dan bahagia.'® sgjalan dengan itu M. Arifin merumuskan bahwa yang

dimaksud pendidikan islam adalah sisitem kependidikan yang dapat memberikan

13 jalaluddin, Teologi pendidikan, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), him. 68
¥ibid., him . 72
15 Moh. Shofan, pendidikan berparadigma Profektif, (Y ogyakarta: IRCisod, 2004), him.50.
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kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan
nilai-nilai islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.'6

Pendidikan islam sangat |uas jangkauannya, karenanya yang harus digarap
oleh pendidikan islam di antaranya harus tetap terbuka terhadap tuntutan
kesgjahteraan umat manusia baik tuntutan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri
karenanya, pendidikan islam berwatak akomodatif terhadap tuntutan kemajuan
Zaman sesuai acuan norma-norma kehidupan islam.
3. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses atau usaha suatu kegiatan atau aktifitas
haruslah mempunyai dasar berpijak yang baik dan kuat. dasar dari satu bangunan
adalah bagian dari bangunan yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap
berdirinya bangunan itu pada pohon dasar itu adalah akar. fungsinya yaitu
mengeratkan berdirinya berdirinya pohon. begitu juga dengan pendidikan islam, ia
membutuhkan dasar yang kuat untuk menjamin “bangunan” pendidikan islam
teguh berdirinya agar usaha-usaha yang terlingkup di dalam kegiatan pendidikan
mempunyai sumber keteguhan, suatu sumber keyakinan agar jalan menuju tujuan
dapat tegas terlihat, tidak mudah di simpangkan oleh pengaruh-pengaruh luar.

Dasar pendidikan idam indentik dengan tujuan idam itu sendiri. keduanya
berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-qur’an dan hadist dan kalau pendidikan

diibaratkan bagunan maka is a-qur’an dan hadistlah yang menjadi fundamennya.’

16 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan
Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) him. 10.

1 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat pendidikan islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2009),
him. 41
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secara detail, kemudian dasar-dasar pendidikan islam dirumuskan oleh para ahli.
minsalnya yang dirumuskan oleh said Ismail Ali, sebagaimana dikutip oleh
Muhaimin dan Abdul Mujib bahwa dasar ideal pendidikan Islam adalah
mencakup : Al-qur’an, Sunnah, teladan Nabi, Kemaslahatan Umat, Nilai dan adat
istiadat masyarakat dan hasil pemikiran (ijtihad).
1) Al-quran

Al-Qur’an merupakan sumber nilai yang absolut yang eksitensinya tidak
mengalami perubahan yang sesuai dengan konteks zaman, ruang dan waktu. Al-
Qur’an dapat menjadi dasar pendidikan islam karena di dalamnya memuat
bebrapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sgjarah pendidikan islam ini bisa
dilihat bagaimana Al-Qur’an mengisahkan beberapa kisah Nabi, misalnya Nabi
Adam sebagai manusia pertama sekaligus sebagi Rasul pertama. ia merintas
budaya awal di bidang Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib.*® Allah berfirman dalam Al-
guran surat Al-bagarah ayat 31 yang artinya : dan Dia mengajarkan kepada Adam
nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para
malaikat lalu berfirman : “sebutkanlah kepada-Ku nama (Benda) ini, jikakamu
memang orang-orang yang benar”.1°

Avyat ini menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah
iman, akhlak ibadah, sosial dan pengetahuan.?® selain itu Al-quran juga sebagai

pedoman normatif, teoritis dalam pelaksanaan pendidikan islam?

18 muhaimin dan Abdul Mujib. pemikiran pendidikan islam. (bandung:trigenda karya,2013) HIm.
145

19 depag RI, HIm. 6

20 zakiyah Daradjat, I/mu Pendidikan Islam, (jakarta:Bumi Aksara, 2012) him. 20

2 muhaimin dan Abdul Mujib. pemikiran pendidikan islam. (bandung: Trigendi Karya, 2013) him.
146
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2) Sunnah (Hadist)

Sunah memang berkedudukan sebagai penjelas Al-qur’an namun
pengalaman kekuatan kepada Allah sesuai dengan garan Al-qur’an sering kali
sulit terlaksanakan tanpa penjelasan dari sunnah atau hadist karenanya, Allah
SWT memerintahkan kepada manusia untuk menaati Rasul dalam kerangka
ketaatan kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56.
Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan tatilah Rasul-Nya, dan
ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (Sunahmya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian it
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.?? itulah sebabnya para ulama
memandang bahwa sunah merupakan sumber hukum islam/gjaran islam yang
kedua setelah Al-Qur’an.?

3) Teladan Sahabat Nabi

Upaya sahabat Nabi dalam bidang pendidikan islam sangat menentukan
perkembangan dewasa ini, upaya yang dilakukan oleh abu bakar adalah
membukukan Al-quran yang digunakan sebagai sumber pendidikan islam,
kemudian diteruskan oleh Umar bin khatab yang banyak melakukan rektalisasi
garan idam. tindakan Umar ini sebagai sebagi salah satu model dalam
membangun strategi kependidikan, terutama dalam pemabaharuan pendidikan
islam. kemudian tindakan tersebut diteruskan oleh Utsman bin Affan, misalnya

dengan upaya melakukan sistematisasi terhadap Al-Qur’an. kemudian di sususl

22 Depag R,
2 Muhaimin dan Abdul Mujib. pemikiran pendidika islam: kajian filosofis da kerangka dasar
operasionalnya. (bandung: Trigenda Karya,2013). him. 145
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oleh Ali bin Abi Thalib yang banyak erumuskan konsep-konsep ketarbiyahan,
misalnya merumuskan etika anak sisik kepada pendidiknya, atau sebaliknya.?*
4) Kemaslahatan umat

Maksudnya, ketentuan pendidikan yang bersifat operasional, dapat disusun
dan dikelolamenurut kondisi dan kebutuhan masyarakat.?®
5) Nilal dan adat Masyarakat

Nilai-nilai tradisi dan adat merupakan realitas yang kompleks dan
dialektis. nilai-nilai tersebut tercermin kekhasan masyarakat, sekaligus sebagai
pengejawantahan tradis masyarakat dapat dijadikan dasar ideal pendidikan
islam.?
6) Hasil Pemikiran (ljtihad)

hasil pemikiran atau ijtihad para mujtahid dapat dijadikan dasar pendidikan

isam apalagi ijtihad tersebut telah menjadi konsensus umum (ijma) sehingga
eksistensinya semakin kuat.?’ tentu saja konsensus disini adalah konsensus para
pakar pendidikan yang menurut Zakiah Daradjat harus tetap bersumber pada Al-
Qur’an dan sunah yang diolah oleh akal yang sehat oleh para pakar pendidikan
islam. ijtihad tersebut juga harus dalam hal-hal yang berhubungan langsung
dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu dan
teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan gjaran isam dan

kebutuhan hidup.?®

% ibid., him 148-149

%jpid., him. 149

% jbid., him. 150

27 ibid., him. 151

28 zakia Daradjat, ilmu pendiikan islam. (jakarta: bumi aksara 2012). him. 21-22
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4. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan adalah dunia cita ia merupakan suasana ideal yang ingin diwujudkan
setelah sebuah kegiatan selesai dalam tujuan pendidikan, suasana ideal itu tampak
pada tujuan akhir dari proses pendidikan itu. Tujuan akhir dari pendidikan biasanya
dirumuskan dengan padat dan singkat.?® sebagai dunia cita, apabila telah ditetapkan,
ia adalah idea statis. tetapi sementara itu kualitas dari tujuan itu adalah bersifat
dinamis dan berkembang nilai-nilainya. terlebih lagi tujuan pendidikan yang di
dalamnya sarat dengan nilai-nilai yang bersifat fundamental. salah satu dari nilai-nilai
yang dijadikan dalam perumusan tujuan pendidikan yang bersifat fundamental adalah
nilai-nilai agama. oleh karenanya jika kita berbicara tentang tujuan pendidikan idam,
berati kita berbicara tentang tujuan pendidikan islam, berati kita bicara tentang nilai-
nila yang ideal yang bercorak idami. hal ini mengandug maksud bahwa tujuan
pendidikan idam tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan idedlitas idam.®
tujuan pendidikan isam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim,
yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT, agar mereka
tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkahlak mulia dan beribadah
kepada-Nya, dengan demikian pendidikan ISam mampu mengembangkan potens-
potens, baik jasmaniah maupun rohaniah, emosional maupun intelektul, serta
keterampilan agar manusia mampu mengatasi problema hidup secara mandiri serta
sadar dapat hidup menjadi manusiamanusia yang berfikir bebas. sehingga dapat
bertangung jawab terhadap diri-sendiri dan masyarakat serta dapat mempertanggung
jawab terhahadap diri sendiri dan masyarakat serta dapat mempertanggung jawabkan
amal perbuatannyadi hadapan Allah SWT.3!

29 ahmad D Marimba, pengantar Filsafat Pendidikan ISam. (bandung: PT. Al-Ma’arif,2009). him 4
30 M. Arifin, Filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Aksara), him. 119
31 M. Chabib Thoha. kapita selecta pendikan islam. (yogyakarta:pustaka pelajar,2006). Him. 101.
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Dalam Undang-undang sisdiknas Tahun 2003 tujuan pendidikan adalah
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak Muia,Sehat, berilmu,
cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.*? karenanya, pendidikan harus melayani pertumbuhan
manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinas,
jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya (secara persona maupun kolektif).
pendidikan tersebut harus mendorong semua aspek ke arah keutamaan serta
pencapaian kesempurnaan hidup. sedangkan tujuan akhir dari pendidikan islam
itu terletak dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik
secara Personal, kolektif, maupun sebagai umat manusia secara keseluruhan.

3. Macam-macam Nilai Pendidikan Islam
a. Nilai Pendidikan Agidah (Keimanan)

Agidah secara teknis berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Dan
tumbuhnya kepercayaan tentunya didalam hati, sehingga yang dimaksud dengan
agidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul dalam hati.

Tiap-tiap pribadi pasti memiliki kepercayaan. Meskipun bentuk dan
pengungkapannya berbeda-beda dan pada dasarnya manusa memang
membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan membentuk sikap dan
pandangan hidup seseorang.®?

Perkembangan agidah benar-benar berfungs sebagai kekuatan pendorong
ke arah kebahagiaan hidup yang dihayati sebagai suatu nikmat Allah. Iman bagi

seorang muslim merupakan nikmat paling besar yang dianugerahkan Allah kepada

32 departemen Pendidikan Nasional RI, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (jakarta, 2003), HIm. 11
33 Zuhairini, dkk. Filsafat pendidkan Islam, (Jakarta: Bumi Akasara, 1995), him. 42
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manusia. Iman adalah dasar dari nilai-nilai dan moral manusia yang diperkokoh
perkembangan melalui pendidkan.3*

Memberikan pendidikan keimanan kepada anak merupakan sebuah
keharusan orang tua maupun guru. Nilai-nilai keimanan yang diberikan sejak anak
masih kecil, dapat mengenalkan pada Tuhannya, bagaimana ia bersikap pada
Tuhannya dan apa yang mesti diperbuat di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan

dalam Al-Qur’an surat Al-Lugman ayat 13:
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artinya : Dan (ingatlah) ketika lugman berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi pelajaran kepadanya “ Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan
Allah, sesungguhnya mempersekutuan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar”.(Q.S. Lugman: 13).%°

Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan
keyakinan kepada Allah yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan
kepribadian anak didik.

Pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia muslim yang
berilmu pengetahuan tinggi, dimana keimanan dan ketagwaannya menjadi
pengendali dalam penerapan atau pengal amannyadalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan keimanan harus dijadikan pokok dari

pendidikan anak. Dengan pendidikan tersebut diharapkan anak akan tumbuh

dewasa menjadi insan kamil yang beriman kepada Allah SWT, melaksanakan

34 H. M. Arifin, Filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), him. 152
35 Departemen AgamaRI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), him.
412
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segala perintah dan menjauhi segala laranga-Nya. Dengan keimanan sgati bisa
membentengi dirinya dari berbuat dan berkebiasaan buruk dan negatif.

Jadi, nilai pendidikan Aqgidah adalah standar atau ukuran tingkat keimanan
yang digjarkan oleh orang tua kepada anak segjak dalam kandungan, agar anak
dapat mengena Tuhannya dan bagaimana ia bersikap pada Tuhannyadan agar ia
tahu apa yang mesti diperbuat di duniaini. Dengan diharapkan kelak akan tumbuh
dewasa menjadi insan yang beriman kepada Allah SWT, melaksanakan segala
perintah dan menjauhi larangan-Nya.

b. Nilai Pendidikan Syari’ah

Kata syari’at atau syari’ah adalah bentuk masdar dimana ia merupakan
bentuk asal kata kerja yang tidak mengandung pengertian waktu atau zaman di
dalam pengertian syari’ah tersebut. Ada du pengertian kata syari’ah yaitu:

1. Sumber air, yang mengalir dengan tujuan untuk diminum airnya
Pengertian ini berdasarkan istilah asli bahasa arab ““Syara’atil ibilu”
yang berarti telah datang unta itu ke mata air untuk meminum airnya.

2. Jdan yang terang dan lapang di mana harus berjalan diatasnya.
Pengertian ini berdasar makna yang terkandung dalam firman Allah surat
Al-Jatsiyah ayat 18:
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Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.
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Kemudian pengertian syari’ah menurut istilah yang sering dipakai di
kalangan para ahli hukum Islam adalah Hukum-hukum yang diciptakan oleh
Allah SWT untuk semua hamba-Nya agar mengamalkannya untuk kebahagiaan
hidup di duniadan di akhirat, baik hukum-hukum itu bertalian dengan perbuatan,
agidah dan akhlak.36

Syaria’ah merupakan aturan atau undang-undang Allah SWT tentang
pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara
langsung maupun kepada Allah SWT dalan hubungan sesama makhluk lain, baik
dengan sesama maupun dengan alam sekitar.

Syari’ah menurut Abdussalam adalah aturan atau undang-undang Allah
tentang pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah
kepada Allah baik secara langsung maupun baik dalam hubungannya dengan
sesama makhluk (muamalah), baik dengan manusia maupun dengan alam.

Jadi, nilai pendidikan syari’ah adalah standar atau ukuran yang telah
dicapai oleh seorang hamba dalam mentaati aturan atau undang-undang Allah
SWT tentang pelaksanaan dari penyerahan diri secara total melalui proses ibadah
secara langsung kepada Allah SWT maupun secara tidak langsung dalam
hubungannya sesama makhluk lainnya (muamalah), baik dengan sesama manusia
maupun dengan alam sekitarnya. Syari’ah meliputi 2 hal pokok, yaitu: Ibadah

dalam pengertian khusus (ibadah mahdhah).

36 Zuhairini, dkk. Filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), him. 44
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c. Nilai Pendidikan Akhlaq

Akhlak secara etimologi merupakan bentuk jamak dari khata “Khulug” diartikan
sebagal peragai atau budi pekerti, gambaran batin atau tabiat karakter. Dan kata akhlak
serumpun dengan kata “Kholqun” yang berarti kejadian, buatan dan ciptaan.

Kata Khulug tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi:

wbe gl Lla) S5

z -

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S.
AL-Qalam). 3

Akhlak menurut garan Islam meliputi hubungan dengan Allah dan
hubungan dengan sesama makhluk yaitu kehidupan individu, keluarga, rumah
tangga, masyarakat, bangsa, dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan
dan alam sekitarnya. Dengan garan akhlak merupakan indikator kuat bahwa
prinsip-prinsip gjaran Islam sudah mencakup semua aspek dan segi kehidupan
manusia lahir maupun batin dan mencakup semua bentuk komunikasi, vertikal
dan horizontal. 3

Akhlak dalam Islam ialah suatu ilmu yang mempelgjari tentang tingkah
laku manusia, atau sikap hidup manusia dalam kehidupannya.

Sgjalan dengan membentuk dasar keyakinan atau keimanan maka
diperlukan juga usaha membentuk akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia
adalah merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan antara

sesamanya.

37 Departemen AgamaRI, Al-qur’an dan Terjemahan (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005),
him 564
38 | bid.
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Akhlak menjadi masalah yang penting dalam perjalanan hidup manusia,
sebab akhlak memberi norma-norma baik dan buruk yang menentukan kualitas
pribadi manusia.Pendidikan akhlak adalah suatu proses pembinaan, penanaman,

dan pengajaran, pada manusia

B. Qanun Aceh
1. Pengertian Qanun

Istilah Qanun sudah sgjak lama di gunakan dalam budaya atau Bahasa
melayu.dalam budaya melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya
dipakai untuk membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum
yang tertera pada kitab figih

Qanun ini masuk ke dalam budaya melayu dan Bahasa arab karena mulai
digunakan Bersama dengan kehadiran agama islam dan penggunaan Bahasa arab
melayu di nusantara. Di dalam literatur barat pun sudah digunakan sgak lama,
diantaranya menunjuk kepada Hukum Kristen yang sudah ada sejak sebelum
zaman islam.

Dalam Bahasa aceh relative popular dan digunakan di tengah masyarakat,
sebab ada salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adan dan syariat
yang tetap hidup dan bahkan sangat sering dikutip menggunakan istilah ini.
Qanun sudah digunakan sejak lama dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari
hukum islam yang telah menjadi adat.

Qanun dalam arti sempit adalah suatu aturan yang di pertahankan oleh

seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum islam.
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Sedangkan dalam arti luas adalah, ganun sama dengan istilah hukum atau adat.
Didalam perkembannganya dapat disebutkan bahwa ganun merupakan suatu
istilah untuk menjelaskan suatu aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang
merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat.

Saat ini istilah ganun digunakan untuk “peraturan daerah plus” atau lebih
tepatnya peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk
undang-undang (dalam rangka otonomi khususdi Provinss NAD). Hal ini
ditegaskan dalam pasala 1 Angka (8) “ketentuan Umum” Dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini Qanun dirumuskan sebagai:
“Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darusalam adalah peraturan daerah sebagai
pelaksana undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh darusalam dalam
rangka penyelengaraan otonomi khusus.

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah di undang-undangkan oleh
negara bertujuan untuk : mendatangkan kemakmuran, mengatur pergaulan hidup
manusia secara damai, mencapai dan menegakn keadilan, menjaga kepentingan
tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.=®

Di Indonesia pengistilahan ganun telah masuk dalam masyarakat seiring
dengan masuknya agama islam kedalam bumi nusantara termasuk ke dalam
Bahasa Aceh karena salah satu pepatah ada yang menjelaskan hubungan adat dan
syariat yang tetap hidup bahkan sering di kutip menggunakan istiah ini. Istilah
ganun dalam literatur melayu aceh sering diartikan dengan aturan yang berasal

dari hukum islam yang telah menjadi hukum adat. Salah satu naskah tersebut

%9 C.S.T. Kansil, pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:balai pustaka, 1992),
h.13
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berjudul ganunsyara kergjaan Aceh yang di tulis oleh teungku di mulek pada
tahun 1257 H atas perintah sultan alaudin mansyur syah yang wafat pada tahun
1879 M, naskah ini berbicara tentang hukum tata negara, pembagian kekuasaan,
badan peradilan dan kewenangan mengadili,fungsi kepolisian dan kejaksaan serta

aturan protokoler dalam upacara kenegaraan.*°

C. Hukum Pidana Islam (Hukum jinayat)
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (Jinayat)

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata figh jinayah. Figh
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci
dari a-Qur’an dan Hadist. Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Syariat isam dimaksud, secara material mengandung kewgjibab asas
bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewagjiban asas syariat,
yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri
sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang
berkewgjiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus
ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Konsep jinayah berasal dari kata jana, yajni yang berati kejahatan, pidana,

atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena

40 Alyasa abu bakar dan marah halim, hukum pidana islam di provinsi nanngroe aceh darusalam,
(banda aceh: dinas Syariah aceh, 2006), him. 6
41 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta:sinar grafika, 2012), him. 1
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dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.
Adapun hukum pidana islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam
lingkup hukum islam terjemahan dari konsep uqubah,jarimah, dan jinayah.
Hukum Pidana Islam berasal dari konsep hukum islam yang berhubungan dengan
tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut anatara lain:

1) Uqubah, yang berati hukuman atau siksa, sedangkan menurut tertimologi
Hukum Islam, a-uqubah adalah Hukum Pidana Islam, yang meliputi hal-hal
yang merugikan ataupn tindak kriminal.

2) Jarimah, berasal dari kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang berati
“berbuat”dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas
pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang di benci”. Kata jarimah juga
berasal dari kata ajrama yajrima yang berati “melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan
lurus.#?

Secara etimologis pidana islam dalam kosa kata Bahasa Arab adalah
Uqubah. Ugubah menurut Bahasa yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan)
hukuman, pidana, balasan dan menahan. Sedangkan secara terminology yaitu
balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap pelangaran perintah

Syar’l (Allah SWT dan RasulNya)*3

4 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2013), HIm. 13-14

43 Mardani, Hukum Islam Pengantar 1lmu Hukum Islam di Indonesia (Y ogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2015), him. 109-110
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2. Sgarah dan Kedudukan Hukum Pidana I slam

Para ahli idam berpendapat bahwa hukum islam bersumber dari gjaran
islam (Al-qur’an dan Al-Hadist) sehingga biasa disebut Law Is Religion. Selain
itu, hukum islam biasa disebut Islamic Law dan Islamic jurispridance. Islamic
law disebut syariat islam dan Islamic jurispridance disebut fikih. Syari’ah dalam
pengertian etimologi adlah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat islam.
Syari;ah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma ilahi yang
mengatur manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam
kehidupan social, hubungan manusia dengan benda dan aam lingkungan
hidupnya. 44

Pembahasan pertama yang berkaitan dengan sumber Hukum Islam adalah
membicarakan tentang Allah sebagai saah satu kajian filsafat terutama filsafat
Hukum Islam. Dalam konsep hukum islam, pembahasan hukum meliputi hal-hal
yang berhubungan dengan isltilah hukum, hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih.
Yang perlu diuraikan bukan hukum melainkan hakim, yaitu pihak yang
menetapkan hukum atau pembuat hukum dan menetapkan baik buruknya suatu
perbuatan. Dalam prinsip hukum islam, hakim adalah Allah SWT. Alasan bahwa
hakim yang pertama harus dibahas karena tanpa hakim maka hukum islam tidak
ada. Guna membawa dan menyampaikan hukum atau syariat kepada manusia,
hakim yaitu Allah menciptakan utusan-utusan yang disebut dengan Rasulullah. 4

Agama islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini akan

mengantarkan manusia kepada kehidupannya yang lebih baik lahir dan batin. Al-

4 Zainuddin Ali, filsafat Hukum, HIm., 64-65
4 Beni Ahmad saebani, filsafat Hukum Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia), him. 67
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Qur’an dan Hadis selain sebagai sumber Hukum, juga mengandung ajaran-gjaran
yang sarat dengan petunjuk-petunjuk yang ideal dan agung, seimbang dan
memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Gambaran islam yang ideal tersebut,
telah terbukti dalam sgjarah yaitu sekitar Tahun 650-1250 M. umat islam saat itu
membuktikan dengan jelas misi kemanusiaan dari gjarann Islam dimaksud. Pada
masa itu, islam telah memberikan rahmat dalam bidang ilmu pengetahuan,
kemakmuran, peradaban, dan sebagainya. “¢ periodeisasi hukum islam pada
periode nabi pada periode pertama, ialah periode pertumbuhan, yakni masa
Rasulullah yang lamanya 22 tahun dan beberapa bulan, sgak dari tahun 13
sebelum hijriah samapai dengan tahun 11 hijriah, atau tahun 611M/632 M. peride
kedua ialah periode sahabat dan Tabi’in, yakni para periode khulafur Rasidin dan
amawiyin, yang berlangsung dari tahun 11 H (632M) sampai 101 H (720M).
periode ketiga ialah, periode kesempurnaan, yakni periode imam-imam
muijtahidin, yaitu masa keemasan Daulah Abbasiyah. Periode ini berlangsung
kurang lebih 250 tahun, yakni sejak tahun 101 H (720 M). periode keempat ialah,
ialah kemunduran dan periode taglid atau periode jumud, beku, statis dan berhenti
pada batas-batas yang telah ditentukan oleh ulama-ulama dahulu dengan tak mau
beranjak lagi, yaitu sgak pertengahan abad keempat hijriah atau tahun 351 H.
yang sampa sekarang pun masih terdapat luas perkembangannya dalam
masyarakat. Periode kelima ialah, periode kebangunan atau periode

renaisassance.’

47 Mardani, Hukum Islam Pengantar lmu Hukum Islam di Indonesia, HIm. 60
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Semua ulama sepakat bahwa alquran merupakan gjaran Islam sekaligus
sumber hukum islam yang pertama dan yang paling utama. Landasan dan dalil
bahwa Al-qur’an sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama.
Landasan dan dalil bahwa Al-qur’an yang menetapkan demikian. Al-qur’an
sebagal kitab suci dan sumber yang utama diturunkan Allah SWT kepada Nabi
muhamamad SAW, dalam bentuk wahyu dan divisualkan dalam bentuk huruf arab
kemudian di modifiasikan dalam bentuk mushaf. Mushaf beris ayat-ayat yang
diturunkan di kota mekah atau ayat-ayat makkiyah dan sebagian ayat yang
diturunkan di Madinah atau ayat-ayat maddaniyyah.*®

Sgak wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H, dan berakhir pada abad 1 H.
periode ini dinamakna periode sahabat, sebab kekuasaan perundang-undangan dalam
periode ini dipegang oleh sahabat rasulullah. Diantaranya ada yang hidup sampai
puluhan terakhir dari abad 1 H Seperti sahabat Anas bin Malik wafat tahun (93 H)
316M. periode ini adalah periode penerangan undang-undang (yang diterima dari
rasulullah), dan terbukanya pintu-pintu penggaian hukum terhadap peristiwa yang
tidak ada ketentuan hukumnya (yang jelas). Dan tokoh-tokoh sahabat pada masa ini
timbul banyak pendapat dalam menginterprestasi nash-nash hukum Al-qur’an dan as-
sunnah yang bisa dianggap sebagi andanagan Y uridis bagi penafsiran dan komentar
beberapa nash. Dan dari beliau-beliau itu timbul fatwa-fatwa hukum dalam berbagai
masalah yang taka da nashnya (yang jelas tentang hal itu), yang kemudian bisa

diangap sebagai dasar dalam berijtihad dan mengambil suatu hukum.*®

4 Mustofa hasan, Beni ahmad saebani, hukum pidanaislam figh jinayah, him. 115
4 Mardani, hukum islam pengantar ilmu hukumislam di Indonesia, him. 66-67
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Hukum pidana islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT yang
terdapat dalam Al-qur’an dan Hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus
dilaksanakan tanpa reserve adalah hukum jinayah yang nashnya sudah pasti dan
jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan,
pencurian, perampokan dan pemberontakan kepada Rasulullah SAW. A. djazuli
menjelaskan bahwa dalam hukum pidana islam diatur tata cara menjaga dan
melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan
yang tidak diperkenakan enurut hukum. Sebagai undang-undang yang berkaitan
dengan hukum pidana, dalam figh jinayah dibahas asas-asas hukum pidana islam
dan dibicarakan tentang penegrtian tindakan tentang pengertian tindakan pidana
(jarimah). 0 disamping itu, produk pemikiran hukum dalam hukum pidana islam
bukan hanya merupakan hasil kajian rasio manusia, melainkan juga berdasarkan
petunjuk wahyu dan pernyataan Nabi Muhammad SAW sehingga bersifat
normatif dan cultural, yaitu pada satu sisi pemberlakuannya merupakan bentuk
ibadah kepada Allah SWT dan pada sis lain daam pelaksanaanya
mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta wilayah negara tertentu. Selain itu,
ciri utama hukum islam mengutamakan kemanusiaan, keadilan, persamaan
dergjat, cinta, dan kasih sayang antara sesama manusia, seperti diungkapkan oleh
Madjid “hukum dalam Al-qur;an mengandung unsur ketegaran dalam

menegakkan keadilan, sekaligus kelembutan dalam semangat prikemanusiaan”.

50 K ementrian agama RI, Alqur’an tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan asbabun nuzul
dan Hadist Shahi, him. 87
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Kedudukan inti hukum pidanaislam terletak pada hal-hal berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Penciptaan keadilan ilahiah dan insaniah

Penciptaan kemanusiaan universal

Penghapus dosa-dosa duniawi

Pelaksanaan keamana sgjati di dunia

Perwujudan ketaatan kepada allah dan rasulullah SAW

Pelaksanaan Lembaga peradilan yang bermartabat dan berkeadilan
Pel aksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas nama hukum
Perwujudan tanggung jawab manusia dalam segala bentuk perbuatan

Perwujudan tujuan hukum, yakni menjerakan pelaku kejahatan.>*

51 Mustofa hasan, beni ahmad saebani, hukum pidana islam figh jinayah, him 22-23



BAB I11

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian
Pendekatan penelitian pada skripsi ini penulis menggunkan 3 metode yaitu:
a. Pendekatan teologis
Pendekatan teologis adalah suatu pendekatan dengan membahas suatu
permasalahan berdasarkan pemikiran-pemikiran islam yang bersumber pada al-
qur’an dan hadist.>?
b. Pendekatan filosofis
Pendekatan filosofis adalah suatu metode pendekatan yang digunakan
unutk mendekati objek permasalahan secara mendalam dan dapat dijangkau oleh
fikiran yang logis 3
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif,yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.> Data yang dikumpulkan
dalam menyel esaikan dan memberikan penafsiran tidak mengunakan angka/rumus
statistik. Melainkan berupa kata-kata yang di gali dari buku atau literature.
Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literatur
atau library research,yaitu Teknik penelitian yang mengumpulkan data dan

informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar,

52 Sayuthiali, metodelogi penelitian agama, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2004), cet 2. HIm.
65

53 |bid., him 67

54 S. margono, metodel ogi penelitian Pendidikan, (Jakarta:rineka cipta,2005), him 36
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majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan
pembahasan penelitian ini.%®

Telaah pustaka seperti ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data
atau informas dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disgjikan dengan cara baru
atau keperluan baru. Dalam ha ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber
ide untuk mengai pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan
deduks dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat di
kembangkan sebagai bahan dasar pemecahan masaah.

Menurut mestika zed menjelaskan bahwa studi kepustakaan ini memiliki 4
(empat) ciri, yaitu:

a. Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan
buku dengan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian,
orang atau benda-benda lainnya.

b. Data pustaka bersifat “siap pakai” (ready-made), artinya peneiliti tidak pergi
kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber
yang sudah tersedia di perpustakaan.

c. Data pustaka umunya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti
memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan
pertaa di lapangan.

d. Kondis data pustakatidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya kapan pun
ia datang dan pergi data terebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah
merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka,

gambar, rekaman, tape, atau film)

55 Affifuddin, metode penelitian kualitatif, (bandung:CV pustaka setia, 2009), him 111



B. Data dan sumber data
Sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sesual
dengan penelitian pustaka (library research), maka sumber data dalam penelitian
ini ada dua yaitu berasal dari data pokok dan (primary sources) dan berasal dari
sumber data sekunder (secondary sourchs).
a. Dataprimer
Data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam
penelitian. data pendukung data primer dalam penelitian ini adalah buku
ganun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat
b. Sumber data sekunder
Adapun sumber data sekunder adalah data yang merupakan data
pendukung dalam penelitian . dalam hal ini bisa buku-buku yang relevan,
majalah, artikel, jurnal-jurnal dan termasuk skripsi yang berkaitan dengan

penelitian yang sedang dilakukan dan lain-lain.

C. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
Teknik dokumenter atau dalam Bahasa Lexy J. Moleong adalah sumber tertulis
yaitu Teknik yang digunakan untuk mencari data-data tentang hal-hal yang
berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti berupa buku-buku, artikel,
magjalah, jurnal ataupun makalah yang berhubungan dengan objek peneltian,
kemudian mencatat dan mengklasifikasikan data yang ada lalu dihimpun dan

digunakan sebagai bahan dalam karya ilmiah ini. Makalah ilmiyah sangat
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berharga bagi peneliti guna menjgaki keadaan perseorangan atau masyarakat di
tempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pun

dapat merupakan sumber yang sangat berharga. ¢

D. Analisisdata

Sebagai objek penelitian memperoleh informass dalam metode
dokumentasi ini perlu memperhatikan tiga macam sumber yaitu tulisan (paper),
tempat (place), dan kertas atau orang (people).>’

Adapun dalam menarik kesimpulan dari data yang akan diteliti, penulis
mengunakan Teknik berfikir yaitu metode deskriftif, analitis dan kritis terhadap
data yang bersifat kualitatif. Untuk mengkaji atau mendeskrifsikan dan
menganalisa dengan nalar kritis.

Metode deskriftif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagimana
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generelisasi.

E. Pengecekan keabsahan data
Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan

cara

56 Jlexy, muleong, metodelogi penelitian kualitatif(bandung:remaja rosdakarya,2005). HIm
57 Arikunto, suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Jakarta: rinerka cipta, 2006).
him
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1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menentukan data dan
informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti,
kemudian peneliti memusatkan dari pada hal-ha tersebut secara rinci. Ketekunan
peneliti dalam penelitian ini menunjukan satu kegigihan dalam menemukan atau
mengejar data yang sudah diperoleh untuk |ebih diperdalam dan data yang belum

adaterus di upayakan keberadaanya.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Filosopi Hukum Jinayah Di Aceh

Pada tanggal 22 okteber 2014 gurbenur aceh telah mengesahkan ganun aceh
nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Qanun aceh ini relative banyak
menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktis maupun
masyarakat biasa. Pro-kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan
dengan pembentukan materi hukum Syariah adalah ha wajar yang perlu diskapi
secara arif dan bijaksanapro-kontraterhadap ganun hukum jinayah tidak hanya
muncul di daerah, tetapi juga ditinkat nasional dan bahkan di tingkat internasional.
Pada taraf tertentu pro dan kontra trsebut mengarah pada penolakan dan penentangan
terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh. Penolakan dan penentangan
terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh, karena banyak pihak belum
memahami dengan benar hakikat hukum jinayat, tujuan penghukuman dan
kemadahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakan hukum jinayah. Bagi
masyarakat aceh dan pemerintah aceh, hukum jinayat sudah sangat mendesak
diwujudkan diaceh demi mejaga harkat dan martbat masarakat aceh. Hukum jinayah
merupakan jalan utama untuk melindungi masayarakat aceh dari berbagai perbuatan
maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT dan rasulullah SAW sebagaimanaa tertera
daam Al-qur’an dan Al-Sunah. Masyarakat aceh juga meyakini bahwa pelaksanaan
hukum jinayah akan dapat terwujud kedamaian, ketenagan, kebahagiaan dan

keselamatan hidup di duniadan di akhirat.
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Penolakan terhadap pemberlakuan hukum jinayah di aceh gencar
dilakukan oleh berbagai pihak yang mendorong perdamaian aceh. Alasan
penolakan cukup banyak digjukan baik secara tertulis maupun secara lisan yang
berkembang di dalam berbagai diskusi di Aceh, maupun diluar aceh. Pada
dasarnya, kritikan terhadap pemberlakuan hukum jinayat agar tidak keluar dari
ketentuan Al-quran dan Al-sunah. Kritikan konstruksif juga berfungsi sebagai
koridor pengawas bagi penegakan hukum jinayah sebagai bagian dari sistem
penegakan hukum nasional. Pemberlakuan hukum jinayah tidak dilakukan secara
merta, tanpa mempertimbangan pengetahuan masyarakat, ekomoni dan keadilan
social. Ketiga aspek ini menjadi pertimbangan substantial pemberlakuan hukum
jinayah dalam segjarah hukum islam. Umar ibn khattab tidak merepakan hukum
potong tangan bagi pencuri, karena situasi ekonomi yang pacekelik dan keadilan
sosisal yang tidak terjamin pada masa itu. Hukum jinayah sangat memeperhatikan
situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Dasar penolakan yang sering dimunculkan adalah hukum jinayah melanggar
hak asas manusa (HAM), hukum jiayah bersifat kejam dan berbaris karena menyiksa
fisk manusia, sehingga hukum jinayah tidak layak tumbuh dalam kehidupan modern.
Hukum jinayah hanya tepat beralaku pada masa jahiliyah 14 abad yang lalu, dan tidak
relevan di berlakukan pada masa sekarang yang penuh dengan kehidupan beradab.
Alasanini perlu dicermati secara seksama, mengingat hukum jinayah tidak terlepas dari
kehendak Allah SWT untyk memuliakan hamba-Nya, melindungi menjaga harkat dan
martabat manusia serta memeastikan kehidupan manusia berada dalam kondis damai,

adil, sgjahteradan bahagia di duniadan di akhirat.
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Oleh karena itu, hukum jinayah yang terdapat dalam Al-qur’an dan as-
sunah adalah kemuliaan bagi umat manusia, karena di dalamnya terkandung
kemaslahatan yang hakiki, baik kemaslahatan Allah maupun kemaslahatan
manusia (hamba). Kemaslahatan inilah yang menjadi inti dari mugashid al-syariah
dalam hukum jinayah di Aceh.

Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdiri atas 10 BAB
dan 75 pasa. Qanun ini menganut asas keislaman, legalitas keadilan dan
keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asas manusia, dan asas
pembelgaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis
bagi perumusan norma hukum jinayat dalam batang tubuh ganun sekaligus
menjadi referensi dalam penegakan hukum jinayah di tengah-tengah masyarakat
Aceh.

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disusun dan
berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-qur’an dan as-sunah al-
qur’an dan as-sunah adalah dasar utama agama islam yang membawa rahmad
bagi seluruh alam dan telah menjadi kayainan serta peganga hidup masarakat
aceh

Qanun ini mengandung asas keisdaman, legalitas, keadilan dan
keseimbangan, kemadahatan, perlindungan hak asas manusia, dan asas
pebelgjaran kepada masarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi
perumusan norma hukum jinayat dalam batang tubuh ganun sekaligus menjadi

referensi dalam menegakan hukum jinayah di tengah masyarakat aceh.
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Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam ganun Aceh
no. 6 tahun 2014 ini merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan
jumlah perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam ganun Provinsi Aceh
Nanggroe darusalam nomor 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejemisnya, ganun
provinsi aceh darusalam no 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian), dan ganun
provinsi nanngrore aceh Darusalam nomor 14 tahun 2014.tentang khalwat Maka
ketiga ganun ini dinyatakan tidak berlaku.

Mengapa ganun ini harus direviss dan harus di sempurnakan ini
menimbang dua hal berikut ini :

a. Bahwa untuk kesempurnaan hukum material yang terkandung dalam

ganun propinsi nanggroe aceh darusalam nomor 12 tahun 2003
tentang khamar, ganun provins aceh darusalam no 13 tahun 2003
tentang maisir (perjudian), dan ganun provins nanngrore aceh
Darusalam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat serta pelanggran
syaria’at islam lainnya, perlu adanya suatu pengaturan secara
menyeluruh tentang hukum jinayah

b. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan

penegakan nilai-nilai syariat islam, sesuai dengan undang-undang no 4
tahun 1999 tentang peneyel enggaraan keistimewaan aceh dan undang-
undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, maka di
andang perlu untuk melakukan penyempurnaan hukum material

terhadap ganun tersebut
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Kutipan di atas mengilustrasikan bahwa ada dua aasan dilakukan revis
terhadap ganun ini. Pertama untuk penyempurnaan kekurangan hukum material
dalam ganun nomor 12, 13, 14 dan pelanggaran syariat lainnya. Diantaranya
adalah kekaburan beberapa pengertian yang terkandung dalam ganun sebelumnya,
belum adanya pengaturan tentang pengertian anak dan perlindungan anak, belum
ada logika yang jelas dan konsisten tentang rasio/perbandingan antara hukuan
cambuk, penjara, dan denda, batas hukuman maksimal dan minimal yang di
ancam terlalu ringan. Di tambah belum adanya hukuman cambuk bagi pelindung
fadilitator, dan pembantu terjadinya tindak pidana, belum adanya hukum acara
jinayah yang meliputi penahanan, prosedur pelaksanaan hukuma cambuk, dan
perlu dimasukknya pengaturan tentang hubungan Lembaga adat dan mahkamah
Syariyah, pengaturan terhadap tindak pidana yang belum di atur seperti ikhtilat,
musahagah, liwath, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Bentuk
hukuman cambuk yang dipandang oleh sebagian kalangan melangar ketentetuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan HAM. Masalah non
muslim atau tantara yang melakukan pelangran ganun atau melakukan perbuatan
pidana Bersama-sama dengan orang islam.

Kedua, disesuaikan dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
pemerintahan aceh yang salah satu isinya adalah memberikan wewenang yang
lebih luas kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum jinayat aceh
tentu sgja, tetap dalam kerangka sistem hukuman dan peradilan nasional. 1zin
dimaksud diberikan kepada aceh (pemerintah aceh) untuk merumuskan atau

menuliskan peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukum positif. [zin
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menulis peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukuman positif. 1zin
menulis peraturan perundang-undangan tersebut meliputi baik hukum material
maupun hukum formil. Sehingga dengan disahkannya Undang-undang No 11
tahun 2006 ini, maka wewenang dan landasan yuridis pelaksanaan syariat islam di

aceh semakin kuat, luas, dan tegas.

B. RuangLingkup dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat
Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat
mengatur 3 hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (jarimah), ancaman pidana
(uqubat)
Adapun jarimah yang di maksud disini adalah yang melipuiti :
a Khamar
Khamar adalah meminum yang mamabukkan dan/atau
mengandung alcohol dengan kadar 2 % (dua persen atau lebih)
b. Maisir
Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan atau
unsur untung-untungan yang dilakukan di antara dua (pihak) atau lebih,
disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang atau mendapat bayaran/
keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atupun
tidak langsung
c. Khalwat
Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau

tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan
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mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak
yang mengarah pada perbuatan zina.
d. Ikhtilat
Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu bersentuh-
sentuhann, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang
bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat
tertutup atau terbuka.
e. Zina
Zina adalah persetubuhan antara laki-laki atau lebih dengan
seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan
kedua belah pihak
f. Pelecehan seksual
Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbutan cabul
yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain
sebagal korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
0. Pemerkosaan
Hubungan seksual terhadap farg atau dubur-dubur orang lain
sebagi korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan
pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau
terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan keekrasaan atau

paksaan atau ancaman terhadap korban.



h. Qadzab
Qadzab adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat
mengaj ukan paling kurang empat orang sangsi
i. Liwath
Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukan
zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah
pihak.
j.  Musahagah
Musahagah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan
cara saling mengosok-gosokan anggota tubuh atau farg) untuk memperoleh
rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
3. ancaman pidana (uqubat)
ugubat adalah hukuman yang dijatunkan oleh hakim terhadap pelaku
jarimah Hudud maupun ta’zir. Uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk,
sedangkan uqubat ta’zir terdiri dari uqubat tazir utama dan ugubat tazir tambahan.
Uqubat ta’zir utama terdiri dari :
a Cambuk
b. Denda
c. Penjara
d. Restitus
Sedangkan yang dimaksud dengan uqubat ta’zir tambahan yaitu terdiri dari
a. pembinaan oleh negara

b. restitusi oleh orang tua atau wali
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C. pemutusan perkawinan

d. pencabutan izin pencabutan hak

e. perampasan barang-barang tertentu

f. kerjasocial.

Dalam ganun hukum jinayah uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk
hanya dikenakan kepada jarimah zina, jarimah qadzaf, dan jarimah khamar.
Sedangkan untuk uqubat ta’zir berbentuk cambuk sebagai hukuman utama
dikenakan kepada jarimah maisir, khalwath, ikhtilat, liwath, musahagah,
pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan
sebagai uqubat ta’zir tambahan kepada pelaku zina, gadzab dan khamar yang
mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. Uqubat ta’zir tambahan
terhadap ketiga jenis jarimah dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas
murni maupun penjara. Dibawah ini adalah table untuk menjelaskan tentang

jarimah dan uqubat yang harus di terima oleh pelaku jarimah di provinsi Aceh.

Table 1. jarimah dan uqubat di dalam ganun aceh no 6 tahun 2014

No | Jarimah/pelanggaran | Ugubat/hukuman | Pasal mengatur

KHAMAR

1

Setiap orang yang dengan sengaja

minum khamar

Hudud atau cambuk
40 kali

Pasal 15 ayat
(1)

2

Mengulangi perbuatan

Hudud cambuk 40
kali di tambah Ta’zir
cambuk < 40 kali atau
denda <400 gram
emas atau penjara <
40 bulan ( 2 tahun 9
bulan)

Pasal 15, ayat
()

Memproduksi,
menyimpan/menimbun,

menjual

atau memasukkan Khamar

‘Uqubat Ta’zir
cambuk, 60 kali atau
denda 600 gram emas
murni, atau penjara
<60 bulan

Pasa 16, ayat
D
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No | Jarimah/pelanggaran Uqubat/hukuman Pasal mengatur
4. | Senggga membeli, membawa/ | ‘Uqubat Ta’azir | Pasal 16, ayat
mengangkut, atau menghadiahkan | cambuk, 20 kali atau | (2)
Khamar denda 600 gram emas
murni, atau penjara <
20 bulan
5. | Mengikutsertakan anak-anak Uqubat Ta’zir | Pasal 17
cambuk, 80 kali atau
denda 800 gram emas
murni, atau penjara <
80 bulan
MAISIR
6. | Melakukan  Jarimah  Maisir | ‘Uqubar Ta’zir cambuk | Pasal 18
dengan nila taruhan dan/atau | < 12 kai atau denda
keuntungan paling banyak 2 (dua) | pding < 120 gram
gram emas murni emas murni, aau
penjara< 30 bulan
7. | Meélakukan  Jarimah  Maisir | ‘Ugubat Ta’zir | Pasal 19
dengan nilai taruhan dan/ atau | cambuk <30 kali atau
keuntungan lebih dari 2 (dua) | denda < 300 gram
gram emas murni emas murni, atau
penjara< 30 bulan
8. | Sengaja menyelenggarakan, | ‘Uqubat Ta’zir | Pasal 20
menyediakan fasilitas, atau | cambuk < 45 kali dan/
membiayai Jarimah Maisir atau denda 450 gram
emas murni, dan/ atau
penjara 5 bulan
9. | Mengikut sertakan anak-anak ‘Uqubat Ta’zir cambuk | Pasal 21
< 45 kdi dan/ aau
denda < 450 gram emas
murni, dan/ atau
penjara< 45 bulan
10. | Percobaan Jarimah Maisir ‘Uqubat Ta’zir < % | Pasal 22
dari  ‘Uqubat yang
diancamkan
KHALWAT
11 | Senggja Melakukan  Jarimah | ‘Uqubat Ta’zir | Pasal 23, ayat
Khalwat cambuk < 10 kali atau | (1)
denda < 100 gram
emas murni  atau
penjara< 10 bulan
12 | Menyelenggarakan, Menyediakan | ‘Uqubat Ta’zir | Pasal 23, ayat
fadilitas atau memperomosikan | cambuk < 15 kali atau | (2)
Jarimah Khalwat denda <150 gram
emas murni  atau
penjara< 15 bulan
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No

Jarimah/pelanggar an

Uqubat/hukuman

Pasal mengatur

13.

Jarimah Khalwat yang menjadi
kewanangan  peradilan  adat
diselesaikan menurut ketentuan
dadam Qanun Aceh tentang
pembinaan kehidupan adat dan
adat istiadat dan/ atau peraturan
perundang-perundangan  lainnya
mengenal adat istiadat

Pasal 24

IKHTILAT

14

Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan Jarimah

‘Uqubat Ta’zir
cambuk < 30 kali atau
denda < 300 gram
emas murni  atau
penjara< 30 bulan

Pasal 24, ayat
()

15

Menyelenggarakan, Menyediakan
fadlitas atau memperomosikan
Jarimah Ikhtilath

‘Uqubat ta’zir cambuk
< 45 kali dan/ atau
denda < 450 gram
emas murni  atau
penjara <45 bulan

Pasd 25, aya
()

16.

Melakukan  Jarimah  Ikhtilath
dengan anak yang berumur diatas
10 tahun

‘Uqubat Ta’zir
cambuk <45 kali atau
denda <450 gram
emas murni  atau
penjara <45 bulan

Pasal 26

17

Melakukan Jarimah  Ikhtilath
dengan orang yang berhubungan
Mahram denganya

‘Uqubat sebagaimana
dimaksud dalam pasa
25 Ayat (1) dapat
ditambah dengan
‘Uqubat Ta’zir denda
<30 gram emas murni
atau ‘Uqubat Ta’zir
penjara <3 bulan

Pasal 27

PENGAKUAN JA

RIMAH IKHTILAT

18

Mengaku  telah mel akukan
Jarimah Ikhtilah secara terbuka
atau ditempat terbuka, secaralisan
aiau tertulis, dianggap telah
melakukan Jarimah

‘Uqubat dalam Pasal 25
ayat (1) (‘Ugubat
cambuk < 30 kali atau
denda < 300 gram emas
murni atau penjara< 30
bulan < 30 bulan)

Pasal 28, ayat
D

MENUDUH SESEORANG MELAKUKAN IKHTILAT

19

Senggja menuduh orang lain

melakukan Ikhtilath dan tidak
sanggup membuktikan
tuduhannya

‘Uqubat Ta’zir
cambuk < 30 kali atau
denda < 300 gram
emas murni  atau
penjara< 30 bulan

Pasal 30, ayat
D
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No | Jarimah/pelanggaran Uqubat/hukuman Pasal mengatur
20 | Mengulangi perbuatan Ta’zir cambuk 45 kali
dan / atau denda 450
gram emas murni atau
penjara < 45 bulan
ZINA
21 | Sengajamelakukan Jarimah Zina | Hukum cambuk 100 | Pasal 33, ayat
kali Q)
22 | Mengulangi perbuatan Hukum cambuk 100 | Pasal 33, ayat
kali dan dapat | (2)
ditambah dengan
Ta’zir denda < 120
gram emas murni atau
‘Uqubat Ta’zir
penjara 12 bulan
23 | Setiagp orang dan/ atau Badan | Ta’zir cambuk < 100 | Pasal 33, ayat
Usaha yang dengan sengaa| kali dan atau denda< | (3)
menyediakan  fasilitas  atau | 1000 gram emas
mempromosikan Jarimah Zina murni atau penjara <
100 bulan
24 | Setigp orang dewasa Yyang | Hudud dapat | Pasal 34
melakukan Zina dengan anak ditambah dengan
Ta’zir cambuk < 100
kali atau denda <
1000 emas murni atau
penjara < 100 bulan
25 | Zina dengan orang Yyang | Hudud 100 kali dapat | Pasal 35
berhubungan mahram ditambah dengan
Ta’zir penjara 10
bulan
PENGAKUAN TELAH MELAKUKAN ZINA
26 | Orang diperiksa dalam perkara | Zina (cambuk) 1000 | Pasal 37, ayat
Khalwat atau Ikhtilath, kemudian | kali Q)
mengaku telah melakukan
perbuatan Zina
27 | Orang mengaku telah melakukan | Dianggap telah | Pasal 42, ayat
perbuatan Zina ditempat terbuka | melakukan Q)
atau secara terbuka, secara lisan | permohonan  untuk
atau tertulis dijauhi ‘Uqubat
Hudud (cambuk 100
kali)
PELECEHAN SEKSUAL
28 | Melakukan Jarimah pelecehan | Ta’zir cambuk < 45 | Pasal 46

seksual

kali atau denda < 900
gram  murni  atau
penjara 45 bulan




49

No

Jarimah/pelanggar an

Uqubat/hukuman

Pasal mengatur

29

Melakukan Jarimah pelecehan
seksual terhadap anak

Ta’zir cambuk < 45
kali atau denda < 450
gram emas murni atau
penjara 45 bulan

Pasal 47

PEMER

KOSAAN

30

Melakukan Jarimah pemerkosaan

Ta’zir cambuk > 125,
< 175 kali atau denda
> 1,250 gram emas
murni, < 1,750 gram
emas murni  atau
penjara > 125 bulan, <
175 bulan

Pasal 48

31

Melakukan pemerkosaan terhadap
orang yang memiliki hubungan
Mahram dengannya

Ta’zir cambuk < 150
kali, < 200 kali atau
denda > 1. 500 gram
emas murni, < 2.000
gram emas murni atau
penjara> 150 bulan, <
200 bulan

Pasal 49

32

Melakukan Jarimah Pemerkosaan
terhadap anak

Ta’zir cambuk > 150
kali, < 200 kali atau
denda > 1.500 gram
emas murni  atau
penjara> 150 bulan, <
200 bulan

Pasal 50

KADZAB

33

Sengaja melakukan Qadzaf

Hudud Cambuk 80
kali

57, Aya

(1)

34

Mengulangi perbuatan

Hudud Cambuk 80 kali
dan dapat ditambah
Ta’zir denda < 400
gram emas murni atau
penjara40 bulan

57, Aya

()

LIWATH

35

Melakukan Jarimah Liwath

Ta’zir < 100 Kkali
cambuk atau denda <
1.000 gram emas
murni atau penjara <
100 bulan

63, Ayat

(2

36

Mengulangi perbuatan

Ta’zir cambuk 100
kali dan dapat
ditambah dengan
denda < 120 gram
emas murni dan/ atau
penjara< 12 bulan

63, Aya

)
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No

Jarimah/pelanggar an

Uqubat/hukuman

Pasal mengatur

37

Melakukan Liwath dengan anak

Ta’zir < 100 Kkali
cambuk dapat
ditambah dengan
cambuk < 100 kali
atau denda < 1.000
gram emas murni atau
penjara < 100 bulan

Pasd 63, Ayat
2

MUSA

HAQAH

38

Melakukan Jarimah Musahagah

Ta’zir < 100 Kkali
cambuk atau denda <
1.000 gram emas
murni atau penjara <
100 bulan

Pasal 64 ayat (1)

39

Mengulangi perbuatan

Ta’zir cambuk 100
kali dan dapat
ditambah dengan
denda < 120 gram
emas murni dan/ atau
penjara< 12 bulan

Pasal 64 ayat (2)

40

dengan anak

Melakukan Jarimah Musahagah

Cambuk 100 kali
dapat ditambah
dengan cambuk < 100
kali atau denda <
1.000 gram emas
murni atau penjara <

100 bulan

Pasal 64 ayat (3)

C. Dampak positif dalam ganun jinayat Aceh

1. Membentuk karakter moral yang baik

dari segi estimologis kata moral berasal dari Bahasa latin “mores” yang

berasal dari suku kata “mos”. Mores bearti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak,

akhlak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam

bertingkah laku yang baik. Moralitas memilki arti yang pada dasarnya sama

dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak, moralitas adalah sifat moral atau

keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.%®

58 Bertens, etika (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2002), him. 7
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Sedangkan secara termology kata moral memiliki beberapa arti yaitu

dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-ha yang berhubungan dengan
nilai-nilai Pancasila

Baron dkk mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan
dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar

Magnis susilo mengatakan bahwa mora selalu mengacu pada baik buruknya
manusia sebagai manusia, sehingga bidang moal adlah bidang kehidupan manusia
dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia.

Moral dalam zaman sekarang ini memiliki nilai implisit karena banyak orang
yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral
adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Adapun
penilaian terhadap moral di ukur dari kebudayaan masyarakt setempat moral bisa
di artikan juga sebaga perbuatan/tingkah laku/ ucapan seseorang dalam
berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan
nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta
menyenangkan lingkungan masarakatnya, maka orang itu di anggap memilki
moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Setiap budaya memilki standar moral
yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun
sgjak lama.

Norma-norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk
mengukur kebaikan seseorang. Kekuatan moral seseorang tidaklah bisa di dapat
dengan begitu sgja, begitu banyak konsep yang ada di dalam diri seseorang yang

sering kali membelengu, seseorang terbelenggu oleh norma, budaya, dogma dan
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banyak belengu yang begitu sgja diterima ketika lahir sehingga sulit menyadari
apa yang sesungguhnya benar atau salah baik dan jahat.

Dengan diterapkannya qanun di aceh ini peneliti sendiri melihat dan
merasakan bahwasanya ganun ini bisa membentuk karakter moral yang lebih baik
untuk masing-masing pribadi dengan berlakunya ganun ini masayarakat akan
lebih berhati-hati dan berfikir ulang untuk mengerjakan perbuatan yang dapat
merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya ganun jinayat ini sebagian
besar anak muda di lingkungan aceh lebih bermoral dan memilki tingkah laku
yang lebih baik.

b. membatasi, memblokir, dan memepersempit ruang gerak kejahatan
semaksismal mungkin

membatasi dan memepersempit ruang gerak kejahatan merupakan bagian
dari tujuan-tujuan syariat dan prinsip-prinsip penerapan hukum dalam islam. Ha
ini tercermin dalam peringatan dan ancaman yang dilontarkan Al-qur;an terhadap
tindakan-tindakan menyebarkan kekgjian-kekgjian dalam masyarakat. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS An-nuur Ayat 19

““sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang
amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka
adzab yang pedih di dunia dan di akhirat”.

Jika tindakan kekejian merebak dimana-masyarakat, mereka akan berani
dan tidak segan-segan melakuknanya serta mereka akan merasa enteng dan
merasa tidak ada beban saat melakukannya. Selain itu membatasi dan
memepersempit ruang gerak kejahatan juga tercermin dalam prinsip bahwa vonis

hukuman dalam konteks hukuman ta’zir harus bersifat peroranagan. Dalam arti
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setigp putusan hukuman yang dikeluarkan harus disesuailkan dengan setiap
individu secara tersendiri berdasarkan perkiraan mana hukuman yang pas dan
tepat baginya yang bisa menimbulakn efek jera bagi masyarakat, sehingga hal ini
bisa mengaktualisasikan pemikiran atau ide kewenangan estimasi bagi hakim
dalam menentukan jenis dan bentuk hukuman Ta’zir dan bisa mengikuti
perkembangan zaman. Begitu juga dengan tangung jawab pribadi hal ini
sebagimana yang disebutkan dalam firman Allah QS Al-an’am: 164
“seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Lebih dari itu, hukuman statusnya adalah wajib diterapkan menurut
jumhur ulama dain imam abu hanifah meskipun kejahatan itu terjadi di luar
wilayah negara isam. Karena perbuatan yang dilarang atau diharamkan tidak
pernah berubah sifatnya dimanapun perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain
perbuatan yang dilarang atau diharamkan tetaplah dilarang meski dimanapun
perbuatan itu dilakukan.

Dari hasil pengamatan peneliti dengan adanya ganun ini sangat efektif
untuk membatass mempersempit ruang kejahatan dan tindak criminal di aceh
pernyataan ini dapat di buktikan dari berbagai hal missal di dalam kasus poin
khamar seperti yang peneliti ketahui di aceh tidak diperbolehkanya ada bangunan
yang di buat untuk membangun bar, diskotik bahkan tempat hiburan seperti
karoke sgja yang berada di kawasan tengah aceh pernah di tutup oleh pemerintah
dan masyrakat setempat. Karena di nilai dengan adanya tempat seperti itu maka
peluang untuk melakukan tindakan asussila dan kejahatan lainya dapat mudah di

lakukan.



Membatasi, mempersempit ruang kejahatan ini juga tidak terlepas dari
berbagai pihak salah satunya adalah wilayatul hisba (WH), dan satuan polisi
pamong praja (satpol Pp). dengan keberadaan mereka dalam rangka menegakna
syariat islam secara kaffah di aceh mempunyai peran yang sangat penting. Mereka
mempunyai tugas dan kewenang untuk mengawasi, membina, dan melakukan
advokasi spritul terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
syariat dalam rangka melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.

c. memberikan efek jera dan rasa takut

tindak keahatan di muka bumi ini sudah sangat mergja lela dan
meresahkan masyarakat. salah satu tujuan dalam penjatuhan hukum dalam ganun
aceh adalah tadabbur (pembelajran kepada masyarakat) telah menjadi salah satu
asas yang tercantum dalam ganun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Dalam ganun jinayat ini terdapat satu poin yaitu tentang uqubat
(hukuman), dimana salah satu uqubat itu adalah hukuman cambuk. Hukuman
cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat ditetapkan oleh majlis
hakim mahkamah Syariah di Aceh terhadap terdakwa yang melanggar ganun
jinayah. Menurtu pernyataan dari bapak Gurbenur Aceh Zaini Abdullah hukuman
cambuk dapat memberikan pembelgjaran disamping berfungsi sebagi hukuman.

bagi masyarakat pada umumnya, harus mau peduli untuk memperbaiki
sikap dan perilaku dan mendidik pelaku supaya dia bisa kembali menjalani
kehidupan yang wajar sebagai bagian dari anggota masyarakat yang baik dan

beretika
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Menurut peneliti Penerapan ganun jinayat di aceh ini sangat efektif untuk
memberikan efek jera dan rasa takut kepada masayarakat setempat, karna ganun
ini juga tidak terlepas dari Al-qur’an dan sunah dan sesuai dengan syariat islam
yang kita miliki. Jika masyarakat ingin melakukan tindakan yang tidak sesuai atau
bertentangan dengan syariat islam maka mereka akan berfikir berulang-ulang kali
untuk mengerjakannya karena jika seseorang telah melakukan tindak pidana dan
di jatuhi ugubat (uqubat cambuk) bukan hanya individu itu yang merasa malu
akan tetapi keluarga juga ikut merasa malu dengan tindakan menyimpang yang
dilakukan. Seperti yang telihat hukuman cambuk dilaksanakan di depan umum
dan dilihat oleh banyak orang ini merupakan salah satu pembelgjaran dan dapat

memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat.



BABV
PEMBAHASAN

A. Filosofi Hukum jinayat di Aceh

Pembentukan ganun Aceh nomor 6 tahun 2015 tentang hukum jinayat
berlandaskan pada empat prinsip falsafah hukum Syariah. Pertama ketentuan
pidana yang terdapat dalam ganun hukum inayahbersumber pada Al-quran dan
asunah, dan beberapa praktik sahabat. Kedua. Penafsiran atau pemahaman
terhadap al-qur’an al-sunah tersebut dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan
local (adat) masyarakat aceh pada khusunya, serta dengan tata aturan yang
berlaku dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga penafsiran
dan pemahaman tersebut di upayakan selalu berorientasi ke masa depan, demi
memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal
abad kelima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu
menyahuti semangat zaman modern seperti isu perlindungan hak Asasi Manusia
(HAM), kesetaraan gender dan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, terutama ilmu hukum yang perkembanganya rel ative sangaat pesat
dan cepat. Keempat guna melangkapi tiga prinsip di aats dipedomani prinsip
ynag dikandung dalam senuah kaidah fighiyah kulliyah yang dikenal luas. a-
muhafhadah ala al-gadami al-shalih wa- akhzu bi al-jadid al-ashash. Yang
artinya Memelihara dan memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang
masih baik (relevan), serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru

yang lebih baik dan lebih unggul.
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Keempat prinsip ini menjadi dasar filosofis dan kerangka kerja perumusan
Qanun hukum jinayah sebagai hukum (figh) positif di Aceh. Qanun hukum
jinayat di Aceh tetap berada di bawah naungan Al-qur’an dan sunah Rasulullah
SAW, sekaligus berada dalam bingkai sgjarah Panjang pemikiran figih dan
penerapan syariat islam di berbagai belahan dunia. Perumusan ganun ini juga
bertumpu pada budaya adat istiadat masyarakat local Indonesia, khusunya Aceh.,
serta berkolaburasi dengan sistem hukum yang berlaku dengan hukum yang

berada di NKRI.

B. Ruang lingkup dalam ganun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum
jinayat

Seperti yang sudah dijelaskan di atas ganun aceh no 6 tahun 2014 tentang
hukum jinayat hanya mengatur tentang tiga hal yaitu, pelaku jarimah, jarimah, dan
ugqubat. Pelaku jarimah disini disebut mukaaf. Mukallaf adalah orang yang
dibebani hukum atau mahkum alaihi yaitu orang yang kepadanya diberlakukan
hukum.

Pelaksanan uqubat dalam hukum jinayat diaceh

Jika terhukum sudah dijatuhi uqubat cambuk, denda atau penjara dan
kemudian dijatuhi ugubat sgjenis sebelum ia menjlani uqubat yang dijatuhkan
terdahulu maka uqubat itu dijalnkan berturut-turut di mulai dengan uqubat yang
dijatuhkan lebih dulu

Pelaksanaan uqubat kompesensi dilakukan oleh jaksa denagan cara

mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk membayar atau
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menyerahkan uang kompesansi tersebut kepada korban atau kuasanya, penyerahan
tersebut dilakukan depan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang
kompesensi tersebut. Pelaksanaan uqubat kompesensi sudah selesai dalam waktu
satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap.dan
apabila terhukum tiak membyarkan setelah waktu satu bulan maka maka jaksa
dapat menyita harta kekayaan terhukum.

Pelaksanaan uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarakan
surat pemeberitahuan kepada terhukum untuk menyetor denda kepada Baitul mal,
kabupaten/kota setempat. Pelaksanaaan uqubat denda di nyatakan selesai setelah
terhukum menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang
dikeluarkan oleh Baitul mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat
pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan. apabila terhukum tidak
membayarkan setelah waktu satu bulan maka maka jaksa dapat menyita harta
kekayaan terhukum.

Pelaksanaan hukuman penjara dilakuakan oleh jaksa sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan

Pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan
tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Untuk
penentuan tempat dan waktu pencambukan tersebut jaksa berkoordinasi dengan
mahkamah Syariah, kepala dinas kesehatan dan instasi yang membawahi wilaytul
hisbah kabupaten/kota setempat. Atas permintaan jaksa wilayatul hisba setempat
mempersigpkan pencambuk dan memberitahukan kesiapan petugas pencambuk

kepada jaksa sebelum pencambukan dilaksanakan. Kemudian dengan permintaan
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jaksa kepala dinas kesehatan setempat menyiapkan dokter yang kan memeriksa
kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan. Kemudian jaksa
meminta kepada ketua mahkamah kabupaten/kota setempat menyiapkan hakim
pengawas dan menugasnya untuk hadir pada pelaksanaan uqubat cambuk.
Pencambukan tidak bisa dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang
ditunjuk, petugas pencambukan atau jaksa tidak hadir ditempat dan pada waktu
pel aksanaan pencambukan.

Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan
kesehatan dan tempat pelaksaanaa pencambukan dengan terlebih dahulu
memberitahukan kepada keuchki atau keluarga, pemberiathuan itu disampaikan
secara tertulis paling lambat satu hari sebelum pemeriksaan. Jika pada waktu yang
telah ditetapkan terhukum tidak hadir dengan alasan yang sah maka penuntut
umum melakukan pemanggilan sekali lagi. Jika pada waktu yang telah ditentukan
terhukum tidak hadir mdengan alasan yang tidak sah atau sudah di panggil
berturut-turut jaksa berwenang untuk menghadirkanya secara paksa.

Sebelum pelaksanaan pencambukan terhukum di periksa kesehatannya oleh
dokter yang ditunjuk, apabila kondis kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan
dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk maka pelaksanaan pencambukan ditunda
sampal yang bersangkutan dinyatakan sehat dan bisa melaksanakan uqubat cambuk.
Sebelum pencambukan dimulai terhukum di berikan bimbingan rohani singkat oleh
seorang ulama atas permintaan jeksa. Kemudian jaksa hanya membacakan identitas
terhukum dan jarimah yang dilakuknanya dan uqubat yang dijatunkan mahkamah yang

sudah mempunyal kekuatan hukum tetap.
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Uqubat cambuk dilaksanakn di tempat terbuka dapat dilihat banyak orang,
tetapi tidak boleh dihadiri oleh anak yang berada di bawah umur 18 tahun, uqubat
cambuk ini dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3x3 meter, jarak
antara terhukum dngan penyaks paling dekat 12 meter tetapi jaksa, hakim
pengawas, dan dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas aas
atau sekitas alas selama pencambukan berlangsung.

Pencambuk hadir di tempat pencambuka dengan memakai penutup wajah
dari kain yag telah disediakan oleh jaksa. Kemudian pencambukan dilakukan pada
punggung (bahu sampa pinggul) terhukum, pencambuk membuat kuda-kuda
dengan jarak kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. penyambuk dapat menekuk
tangan serta mengayun cambuk ke samping atau kebelakang dan posisi uung
tanganya tidak lebih tinggi dari bahu. Jika pencambuk tidak sanggup
melaksanakan tugasnya maka bisa di lanjutkan oleh pencambuk yang lainya dan
tetap melakukan pencambukan dengan aba-aba yang diberi oleh jaksa.

Pada saat pencambukan terhukum diharuskan menggunkan pakaian ynag
disediakan oleh jaksa dan berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga
dapat dicambuk sambil duduk, bersimpuh atau berdiri dengan penyangga namun
harus dalam keadaan bebas.

Pencambukan akan dihentikana sementara apabila diperintahkan dokter
dengan pertimbanagan medis, atau terhukum melarikan diri sebelum uqubat

cambuk selesai dilakukan.
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C. Dampak positif dalam ganun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum
jinayat
a. Membentuk karakter moral yang baik

moral adalah gjaran tentang baik buruknya perbuatan perilaku, akahalak
yang dimilki semua orang. Seseorang dapat di angap bermoral apabila memiliki
kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap
atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung
tinggi dilingkunganya

biasanya perilaku menyimpang sering di alami oleh para remaja dan ini
bisa merugikan diri sendiri dan orang lain seperti meminum minuman keras,
berjudi atau sering disebut dengan taruhan, pesta sabu-sbu dan lai-lainya
kemungkinan kasus ini sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua
.padahal masa-masa remga atau peralihan menuju dewasa yang biasnaya
mengalami  pembentukan indentitas diri remaa yang berlangsung pada usia
rentang tersbut.

Bukan hanya remaja yang butuh bimbingan dan pengawas anak usia dini
juga sangat butuh bimbingan dan pengawasan dalam membentuk moral dan etika
sgjak dini contoh kecil dari moral uyang digjarkan pada anak minsalnya, berbuat
baik kepada orang tua, sopan pada orang lain apalagi yang lebih tua. . proses
penyadaran moral berangsur-angsur mulai tumbuh melalui interaksi dari
lingkungnaya yaitu ketika dia mendapat larangan, suruhan, kecaman bahkan
celaan, atau merasakan seba akibat dari apa yang dia perbuat mungkin sesuatu

yang menyenangkan bahkan mengecewakan baginya. Anak akan sadar bahwa
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perbuatan atau perilaku yang dia lakukan itu pasti memiliki efek atau sebab-akibat
dan betapa pentingnya moral dalam berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang
dijelaskan di bab sebelumnya ganun Aceh ini adalah salah satu cara untuk
membentuk karakter moral generasi muda atau remaja Aceh yang lebih baik lagi.
Karna dalam ganun ini terdapat banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil
walau terkadang masih ada pro-dan kontra dalam penerapannya.

b. Membatasi, memblokir, dan memepersempit ruang gerak kejahatan

semaksismal mungkin

penerapan syariat islam di Aceh khusunya yang tertuang dalam ganun
Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dampaknya adalah dapat
meminalisir kejahatan dan mempersempit ruang geraknya . salh satu cara untuk
membatasi hal tersebut adalah dengan tidak memerikan izin atau tidak melegalkan
tempat-tempat yang dapat di jadikan untuk pemacu tindak kejahatan itu, minsal
seperti bar, diskotik, tempat karoke dan bahkan bioskop. Qanun ini mempunyai
keistimewaan bagi masyarakat Aceh yang merindukan akan penegakan hukum
islam dengan baik.

Jika tindakan kekegjian merebak dimana-masyarakat, mereka akan berani
dan tidak segan-segan melakukanya serta mereka akan merasa enteng dan merasa
tidak ada beban saat melakukannya. Selain itu membatasi dan memepersempit
ruang gerak kejahatan juga tercermin dalam prinsip bahwa vonis hukuman dalam
konteks hukuman ta’zir harus bersifat peroranagan. Dalam arti setigp putusan
hukuman yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan setiap individu secara

tersendiri berdasarkan perkiraan mana hukuman yang pas dan tepat baginya yang
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bisa menimbulakn efek jera bagi masyarakat, sehingga ha ini bisa
mengaktualisasikan pemikiran atau ide kewenangan estimasi bagi hakim dalam
menentukan jenis dan bentuk hukuman Ta’zir dan bisa mengikuti perkembangan
zaman.

Begitu juga dengan tangung jawab pribadi hal ini sebagimana yang
disebutkan dalam firman Allah QS Al-an’am: 164

“seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Lebih dari itu, hukuman statusnya adalah wajib diterapkan menurut
jumhur ulama slain imam abu hanifah meskipun kejahatan itu terjadi di luar
wilayah negara islam. Karena perbuatan yang dilarang atau diharamkan tidak
pernah berubah sifatnya dimanapun perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain
perbuatan yang dilarang atau diharamkan tetaplah dilarang meski dimanapun
perbuatan itu dilakukan.

Penerapan syariat islam di Aceh ini tidak terpas dari keterlibtan berbagai
pihak seperti pihak salah satunya adalah wilayatul hisba (WH), dan satuan polisi
pamong praja (satpol Pp). kehadoran mereka mempunyai peran yang sangat
penting untuk terlaksananya syariat islam di Aceh khusunya dalam ganun Jinayat
ini.

c. Memberikan efek jera dan rasa takut

sangat jelas sekali dan tidak dapat di pungkiri penerapan syariat di Aceh
yang trtuang dalam anun Aceh No 6 tahun 2014 dapat memberikan efek jera dan
rasa takut bagi pelaku tindak pidana khususnya dan untuk masyarakat pada

umumnya.ganun ini bertujuan untuk tadabur (pembelgaran kepada masyarakat).



Dalam ganun jinayat ini terdapat satu poin yaitu tentang uqubat
(hukuman), dimana salah satu uqubat itu adalah hukuman cambuk. Hukuman
cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat ditetapkan oleh majlis
hakim mahkamah Syariah di Aceh terhadap terdakwa yang melanggar ganun
jinayah. Menurtu pernyataan dari bapak Gurbenur Aceh Zaini Abdullah hukuman
cambuk dapat memberikan pembelajaran disamping berfungsi sebagi hukuman.

Qanun ini sangat efektif untuk di terapkan karna dapat menimbulkan efek
jera dan rasa takut baik bagi pelaku pidana maupun masyarakat yang melihatnya.
Apalagi Aceh sering disebut dengan julukan serambi Makkah juga di sebut sebagi
daerah Istimewa Aceh. Akan lebih mudah untuk menerapkan tujuan syariat-

sayariat dan hukum Islam secara kaffah di Aceh.



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Nilai adalah esens yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi
kehidupan manusia. dimaksud pendidikan islam adalah sisitem kependidikan yang
dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai
dengan cita-cita dan nilai-nilai islam yang telah menjiwai dan memwarnai corak
kepribadiannya. Istilah ganun dalam literatur melayu aceh sering diartikan dengan
aturan yang berasal dari hukum islam yang telah menjadi hukum adat.

Hukum pidana islan merupakan terjemahan dari kata figh jinayah. Figh
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci
dari al-Qur’an dan Hadist.

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya mengatur tiga
hal yaitu yang pertama pelaku pidana, pelaku pidana yang dimaksud adalah
mukallaf. Mukalaaf adalah orang yang di bebani hukum atau mahkum alaiah yaitu
orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Kedua perbuatan pidana (jarimah)
jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang di ancam dengan
hukum hudud dan atau tazir perbutatan pidana atau jarimah yang diatur dalam
gaun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah: zina qadzab
pemerkosaan, pelecehan seksual, khamr, maisir, khawat, ikhtilat, liwath dan

musahagah. Yang ketiga uqubat, ugubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
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hakim terhadap pelaku jarimah hudud maupun Ta’zir.Perlu digaris bawahi dalam
ganun Aceh no 6 tahun 2014 hukum jinayat memperkenalkan hukuman hudud
dan tazir sgja adapaun gishah- diyat tidak diatur, karena jarimah pembunahan dan
penganiayaan belum di atur di dalam ganun jinayat

dampak positif dari berlakunya ganun Aceh no 6 tahun 2014 ini memberikan
karakter moral yang baik husunya untuk generasi mudadi Aceh, memberikan efek
jera dan rasa takut kepada masayarakat khusunya di Aceh, membatasi atau

mempersempit ruang gerak tindak kejahatan di provinsi Aceh.

B. Saran

Dalam pelaksanaan syariat Aceh khususnya dalam ganun jinayat no 6
tahun 2014 ini peneliti ingin memberikan saran agar ganun ini lebih di
sosidlisasikan lagi kepada masyarakat Aceh Khususnnya Indonesia umumnya,
karena seperti yang peneliti lihat masih ada banyak masyarakat apalagi yang
berada di luar Aceh sering salah paham akan penarepan ganun ini khususnya di
bagian cambuk. Banyak mereka yang mengira bahwasanya ketika seseorang
melakukan tindak pidana langsung di hukum cambuk padahal sebenarnya tidak

hukuman cambuk di jatuhkan setelah melalui banyak proses.
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